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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MAGELANG

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil perlu memberikan stimulasi bagi masyarakat yang mengajukan
penerbitan dokumen kependudukan dengan memberikan keringanan
pengenaan sanksi adminitratif berupa denda;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD
1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 9 Tahun
1992, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12
Tahun 2006. UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 9
Tahun 1975, PP No. 37 Tahun 2007, Perpres No. 25 Tahun 2008,
Perpres No. 26 Tahun 2009, Perda Kab. Magelang No. 5 Tahun 2010.

_ Dalam Peraturan Daerah Ini Mengatur perubahan Kedua Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Magelang.
Adapun peraturan yang diubah terdapat pada Pasal 1 angka 2 dan
angka 8, Perubahan pada Pasal 1 ini merubah deskripsi tentang
Pemerintah Daerah dan definisi Desa

. Ketentuan pada pasal 39 Persyaratan dan tata cara pencatatan
kelahiran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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